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ABSTRAK

PERCEPATAN LAYANAN PERALIHAN HAK UNTUK TANAH YANG SUDAH TIDAK
DIKETAHUI KEBERADAAN SUBJEK HAK PADA SERTIPIKAT TRANSMIGRASI
MELALUI PROGRAM PROLETAR (PROGRAM LEGALISASI TANAH PINTAR)

DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SORONG

Keterbatasan akses ekonomi dan lokasi mengakibatkan transmigran tidak betah
untuk mengolah tanahnya dan memilih untuk pulang ke kampung asalnya. Sertipikat
yang meraka punya dijual kepada transmigran yang masih bertahan secara di
bawah tangan dengan hanya menyerahkan sertipikat dengan KTP lama. Saat ini
lokasi transmigrasi yang dulu jauh dari akses ekonomi telah berkembang pesat dan
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Banyak lokasi lahan usaha Il yang dahulu berupa
hutan dan rawa saat ini sudah terbuka menjadi pemukiman warga bahkan
perumahan.

Saat ini transmigran yang membeli sertipikat milik transmigran yang sudah
tidak berada di lokasi transmigrasi kesulitan untuk melakukan peralihan hak.
Padahal secara fisik sudah dikuasai, ditinggali dan dibangun rumah sampai anak
dan cucunya. Beberapa transmigran melapor ke kantor pertanahan Kabupaten
Sorong hendak mencatatkan peralihan haknya. Namun, karena tidak ada bukti
otentik berupa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) atau PPATS/Camat/Kepala Distrik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
tidak dapat melanjutkan proses peralihan hak.

Kekosongan hukum ini membuat ketidakpastian hukum bagi transmigran
yang menempati secara fisik dan memegang sertipikat yang masih atas nama
transmigran yang sudah tidak ada di lokasi transmigrasi. Oleh karena itu, perlu
adanya pendampingan hukum terhadap transmigran yang menguasai fisik tanah
untuk memberi kepastian hukum atas hak tanahnya. Salah satu solusi cara untuk
memberi kepastian hukum si transmigran yaitu dengan peralihan hak atas tanah
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui gugatan
perdata di pengadilan negeri. Namun, ketika masyarakat mendengar Kkata
pengadilan yang terlintas adalah tempat yang menyeramkan, penjara, polisi, jaksa,
orang yang bersalah, biaya mahal dan stigma kurang baik lainnya, sehingga takut
untuk memperjuangkan haknya. Dari kondisi demikian, perlu adanya aksi nyata dari
kantor pertanahan kabupaten Sorong untuk mengedukasi dan memberi akses ke
pengadilan dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang berada di
yuridiksi Pengadilan Negeri Sorong.

Kata Kunci (Keyword) :Peralihan Hak Tanah Transmigrasi

Vi
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting,
yakni merupakan tempat bercocok tanam bagi petani, tempat memakamkan
manusia jika ia meninggal dunia, juga tempat untuk berproduksi menghasilkan
barang dan jasa. Selain itu, tanah juga merupakan aset yang mempunyai nilai
ekonomis dan merupakan asset hukum, jika tanah yang dikuasai oleh
pemerintah mendapat gangguan dari pihak lain harus mendapat perlindungan
hukum.?

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan tentang
ketransmigrasian, termasuk juga pengadaan tanah dan sertipikasinya. Ini
berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yakni :
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 7 UU No.3 Tahun 1972, ditetapkan bahwa transmigran
berhak mendapat tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak atas
tanah menurut ketentuan yang berlaku. Dalam penjelasan Undang-Undang
tersebut ditegaskan pemberian sekurang-kurangnya 2 hektar, ini sesuai dengan
UUPA vyaitu mengenai batas minimum tanah yang dapat dimiliki oleh
perseorangan dengan pengertian bahwa dapat diberikan lebih dari 2 hektar
disesuaikan dengan kondisi tanah setempat, jenis/ macam produksi
pertaniannya.

Bagi transmigran, hampir selalu ada satu atau beberapa kendala yang
harus dihadapi antara lain sebagai berikut :2

1. Keadaan alam; lahan marjinal/perawan dan lingkungan yang masih asing.

Transmigran harus dapat membuka lahan yang menjadi jatahnya yang

! Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Panduan Umum Penyediaan Tanah Transmigrasi. (Jakarta:
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2006), HIm. 1.

2 Dr. Farida Fitriyah, S.H., M.Hun., Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi, Kebijakan Pengadaan dan Sertifikasi
Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi Setara Press, Malang, 2016, Hal.92



masih berupa hutan belantara/ semak belukar sendiri tanpa bantuan

pemerintah;

2. Kondisi sosial; ekonomi yang masih tergantung jatah dari pemerintah
karena belum masuk mekanisme pasar, hal ini dikarenakan lahannya
belum menghasilkan, budaya; karena mereka dating dari luar daerah yang
beda budaya, maka para transmigran harus dapat menyesuaikan diri baik
dengan sesame transmigran beda daerah, dan yang paling utama dengan
masyarakat lokal, sedangkan masalah politik ini biasanya adanya unsur
SARA.

3. Kesiapan diri; belum mengetahui adanya tantangan yang harus dihadapi;
tidak atau belum siap untuk merubah perilaku.

Kendala-kendala di atas merupakan gambaran dari Sebagian kendala
yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap transmigran, khususnya kepala
keluarga. Akibatnya, banyak transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi.
Menurut penulis, semestinya transmigran yang meninggalkan lokasi sudah tidak
berhak lagi atas tanah transmigrasi, karena Ketika transmigran meninggalkan
lokasi dalam waktu yang lama, bahkan puluhan tahun lamanya berarti
transmigran tersebut secara tidak langsung telah mengundurkan diri dari
program transmigrasi. Karena telah melanggar peraturan yakni Peraturan
Pemerintah No.2 Tahun 1999 Pasal 32 ayat (1), Adapun bunyi pasal tersebut
adalah :3
Hak Milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat
dipindahtangankan, kecuali :

1. Transmigran meninggal dunia;

2. Setelah memiliki sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;

3. Transmigran Pegawai negeri yang dialih tugaskan
Dalam mengikuti program transmigrasi ada hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi antara lain, transmigran dan keluarganya harus menetap di lokasi
transmigrasi yang telah ditentukan, padahal transmigran tersebut telah dengan
sengaja menelantarkan tanahnya sehingga tanah tersebut kembali pada Negara,

3 Ibid, HIm.82



dan Negara berhak untuk mamberikan tanah tersebut pada siapapun termasuk
pada para transmigran (yang masih tinggal) yang mau mengusahakan tanah
tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPA.

Kabupaten Sorong yang merupakan salah satu kabupaten terbesar dan
termaju di Provinsi Papua Barat seringkali dihadapkan pada permasalahan
pertanahan yang kompleks. Berdasarkan dashboard aplikasi http://skp.bpn.go.id/
kantah kabupaten Sorong, setidaknya terdapat 14 sengketa dengan tipologi yang
beragam. Salah satu tipologi yang paling sering yaitu permasalah tanah

adat/ulayat dengan tanah transmigrasi.

B. Tujuan
1. Jangka Pendek
Memberikan informasi dan akses yang menyeluruh kepada masyarakat
khususnya warga transmigran di Kabupaten Sorong pendaftaran peralihan hak
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) untuk didaftarkan sebagai dasar peralihan hak di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sorong.
2. Jangka Menengah
Pada tahapan jangka menengah program ini tidak hanya ditujukan
untuk warga transmigrasi, tetapi juga seluruh masyarakat, tetua-tetua adat,
masyarakat asli Papua, masyarakat umum, Aset Pemerintah Daerah
maupun Aset milik BUMD Pemerintah Kabupaten Sorong Malamoi Olom
Wobok (MOW), serta aset BUMN yang belum didaftarkan peralihan haknya.
3. Jangka Panjang
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan pendayagunaan tanah
yang diterlantarkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.



C. Manfaat
1. Internal

a. Memberi kepastian hukum bagi Kantor Pertanahan sebagai dasar untuk
mendaftarkan peralihan hak Sertipikat tanah transmigrasi sesuai
penguasaan fisik di lapangan;

b. Meminimalisir adanya pemalsuan data khususnya Kartu Tanda Penduduk
Penjual tanah sebagai dasar pembuatan akta jual beli di PPAT yang
berujung pada tindak pidana yang merugikan PPAT dan Pejabat Kantor

Pertanahan.

2. Eksternal
a. Memberi Kepastian Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Melalui
peralihan Hak secara Legal;
b. Membangun Ekonomi Masyarakat dengan memberdayakan tanah

yang sudah diterlantarkan;
c. Meminimalisir sengketa dan konflik agraria khususnya di daerah

Transmigrasi



BAB I

PROFIL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SORONG

A. Gambaran Umum
Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong merupakan satuan kerja
yang berada dibawah naungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Gambaran Umum Kabupaten
Sorong, luas wilayah 13.603,46 km2). Wilayah Kerja Kabupaten Sorong,
terdiri dari 30 (tiga puluh) Distrik/kecamatan. 4

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Sorong memiliki batas-batas:

Utara : Samudera Pasifik dan Selat Dampir;

Selatan : Laut Seram;

Barat . Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat;

Timur : Kabupaten Tambraw dan Kabupaten Sorong Selatan

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah kantor Pertanahan modern yang berada di dalam
naungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua
Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, terus berupaya melakukan
terobosan maupun inovasi dalam tugas dan fungsi khususnya dalam hal
pelayanan kepada pengguna jasa baik perorangan, instansi pemerintah,

Badan Usaha Milik Negara maupun Mitra stakeholder.

Sebagai salah satu Kabupaten termaju di Papua Barat, Kantor
Pertanahan Kabupaten Sorong memiliki peranan yang sangat penting dan
strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan
subjek hak serta menjalankan program pemerintah yang bersentuhan
langsung dengan ekonomi masyarakat seperti PTSL, Redistribusi tanah,

LP2B, IP4T, Program Pengendalian Pertanahan, pelayanan pencatatan

4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Dalam Angka, Sorong Regency in Figures 2020
diunduh tanggal 10/06/2020 jam 20.22 WIT



permohonan hak, sampai dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi
maupun beracara di Pengadilan. Dengan berlokasi di Jl. Sorong-Klamono
Kilometer 24, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong mempunyai komitmen
untuk memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif
kepada pengguna jasa dengan melaksanakan cara kerja yang cepat,
efisiensi, transparan dan responsive terhadap kebutuhan pengguna jasa

dengan dukungan instansi teknis terkait.

Dalam mengoptimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 19
pegawai yang terdiri dari kepala kantor, Kasubbag Tata Usaha dan 4 orang
Pejabat Pengawas, 2 orang Pejabat Pelaksana, dan JFU serta 34 orang
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) kami mengemban
amanah untuk menjadi kantor pelayanan yang bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas tinggi, Professional, Sinergi,
Pelayanan dan Kesempurnaan. Dengan demikian Kantor Pertanahan
kabupaten Sorong terus berusaha, berdoa dan bertekad melanjutkan
reformasi birokrasi, mengemban dan menjunjung tinggi tugas mulia demi

kepentingan Bangsa dan Negara.

Khusus untuk di Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan, dengan jumlah personil yang terdiri dari 1 orang Pejabat
Pengawas, 1 orang Analis dan 1 orang PPNPN, kami terus belajar dan
peradatasi dengan pola-pola penyelesaian sengketa baik melalui mediasi,
rapat rutin dengan anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten
Sorong, aparat Kepolisaian  maupun  mengikuti  sidang  di
Pengadilan.Meskipun secara tupoksi jumlah kami terbatas, dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan masalah dan penegendalian
pertanahan, secara kolektif dan aktif mendapat dukungan pemikiran dan

tenaga dari Seksi teknis yang lain.



Prov. Papua Barat

. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong juga
lengkap terutama di bagian pelayanannya. Fasilitas-fasilitas yang dapat
dinikmati masyarakat antara lain adanya ruang bermain anak, ruang laktasi,
Dapur umum /Pantry, mesin EDC bank Mandiri dan Bank BRI untuk
pembayaran PNBP Non Tunai, halaman parkir yang luas, kantin, ruang
mediasi dan loket pelayanan yang memadai, termasuk fasilitas pencegahan
penyebaran Covid 19 seperti sabun dan tempat cuci tangan
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ANALISIS MASALAH

Berdasarkan pengamatan penulis selama berada di unit kerja Kantor
Pertanahan Kabupaten Sorong, ditemukan beberapa permasalahan yang belum
terselesaikan, hal ini sangat erat hubungannya dengan sejauh mana sebuah kantor
mampu menyelesaikan penanganan masalah yang ada, dalam hal ini yang menjadi
sorotan adalah Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sorong, yang penulis pahami sebagai ujung tombak dari
rangkaian pelayanan publik.

Sejak awal, program transmigrasi terbentur pada sejumlah kendala yakni
selain tentang pengadaan tanahnya, juga pada saat penempatan transmigran.
Kondisi riil di lapangan bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan tanah untuk
transmigrasi sebagian besar adalah menggunakan tanah masyarakat hukum adat
yang belum produktif, yang pengambilan tanahnya tidak melalui musyawarah
dengan pemiliknya, karena ketika akan dilakukan pembebasan yang dilibatkan
hanya Ketua adat. Kedua, masalah penempatan transmigran yang biasanya masih
ada fasilitas pendukung yang belum selesai (belum siap pakai), dan ketika akan
mengolah lahan usaha Il yang kebanyakan masih hutan belukar atau rawa, dan
letaknya jauh dari lokasi pemukimannya. Juga sering terjadi tanah yang ditunjukkan
sebagai lahan usaha Il adalah milik masyarakat hukum adat setempat, karena
masyarakat adat/ lokal merasa belum mendapatkan ganti rugi apapun. Maka
mereka mempertahankan haknya terutama di lokasi yang berbatasan dengan desa,

sehingga dalam realisasinya sering menimbulkan konflik.>

Keterbatasan akses ekonomi dan lokasi mengakibatkan transmigran tidak
betah untuk mengolah tanahnya dan memilih untuk pulang ke kampung asalnya.
Sertipikat yang meraka punya dijual kepada transmigran yang masih bertahan

secara di bawah tangan dengan hanya menyerahkan sertipikat dengan KTP lama.

5 Dr. Farida Fitriyah, S.H., M.Hun., Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi, Kebijakan Pengadaan dan Sertifikasi
Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi Setara Press, Malang, 2016, Hal.63



Saat ini lokasi transmigrasi yang dulu jauh dari akses ekonomi telah berkembang
pesat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Banyak lokasi lahan usaha Il yang
dahulu berupa hutan dan rawa saat ini sudah terbuka menjadi pemukiman warga

bahkan perumahan.

Saat ini transmigran yang membeli sertipikat milik transmigran yang sudah
tidak berada di lokasi transmigrasi kesulitan untuk melakukan peralihan hak.
Padahal secara fisik sudah dikuasai, ditinggali dan dibangun rumah sampai anak
dan cucunya. Beberapa transmigran melapor ke kantor pertanahan Kabupaten
Sorong hendak mencatatkan peralihan haknya. Namun, karena tidak ada bukti
otentik berupa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) atau PPATS/Camat/Kepala Distrik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong

tidak dapat melanjutkan proses peralihan hak.

Kekosongan hukum ini membuat ketidakpastian hukum bagi transmigran
yang menempati secara fisik dan memegang sertipikat yang masih atas nama
transmigran yang sudah tidak ada di lokasi transmigrasi. Oleh karena itu, perlu
adanya pendampingan hukum terhadap transmigran yang menguasai fisik tanah
untuk memberi kepastian hukum atas hak tanahnya. Salah satu solusi cara untuk
memberi kepastian hukum si transmigran yaitu dengan peralihan hak atas tanah
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui gugatan
perdata di pengadilan negeri. Namun, ketika masyarakat mendengar Kkata
pengadilan yang terlintas adalah tempat yang menyeramkan, penjara, polisi, jaksa,
orang yang bersalah, biaya mahal dan stigma kurang baik lainnya, sehingga takut
untuk memperjuangkan haknya. Dari kondisi demikian, perlu adanya aksi nyata dari
kantor pertanahan kabupaten Sorong untuk mengedukasi dan memberi akses ke
pengadilan dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang berada di

yuridiksi Pengadilan Negeri Sorong.

Selain itu, dibutuhkan sebuah pendekatan penyelenggaran pemerintah

yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor



dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas mencapai tujuan-tujuan
pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik atau dapat
dikatakan perlu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait
dengan urusan-urusan yang relevan. Hal ini disebutkan dengan Whole of
Goverment, sebab Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong selaku penyelenggara
pelayanan publik tentunya harus memenuhi kebutuhan masyarakat selaku penerima
layanan/pelanggan terkait penanganan sengketa pertanahan agar terciptanya
kepastian hukum sejalan dengan memberikan kepuasan kepada penerima

layanan/pelanggan (masyarakat).

A.1 Identifikasi Permasalahan
Permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong antara lain :

a. Pelaksanaan blokir yang tidak secara otomatais terbuka dalam
aplikasi kkp setelah 30 hari sebagaimana diatur dalam Permen
ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017;

b. Masalah permohonan peralihan hak khususnya tanah transmigrasi,
dimana penjual / nama yang tercantum dalam sertipikat tidak diketahui
lagi keberadaannya, sedangkan secara fisik pemohon memegang
sertipikat dan menguasai fisik;

c. Pengaduan Masyarakat adat dan transmigran terkait Tanah
Transmigrasi yang ditelantarkan dan sudah tidak diketahui lagi
keberadaan pemiliknya dan penguasaan lain di atas tanah
transmigrasi;

d. Masalah Pengaduan Masyarakat terkait sengketa tanah adat yang

sudah atau akan didaftarkan pensertipikatan di Kantor Pertanahan

A.2 Fokus Area Proyek Perubahan
Berdasarkan ldentifikasi masalah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Sorong maka Proyek perubahan berfokus Isu-isu strategis yang sering ditemui
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dalam pelayanan sesuai tugas dan fungsi pada Seksi Penanganan Masalah
Pertanahan dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Sorong dengan pisau analisis SWOT.

ANALISIS SWOT

STRENGTHS WEAKNESS

Memiliki SDM Bangian PMPP
yang mumpuni

Kerjasama yang baik dengan LBH
dan Pengadilan Negeri Sorong

Ada kerjasama yang baik dengan
Pemda dan OPD Terkait

— .

Memberi kepastian hukum bagi

pihak yang sertipikatnya diblokir

Bekerjasama Dengan Lethbaga Batqan
Hukum (LBH) dan Loket di Pengadilan
NegeﬁUntukmemhed Bantuan Hukum

Memberi kepastian hukum atas perlaihan
hak yang tidak bisa dilakukan AIB di PPAT

Memberi Kepastian hukum bagi TRANSFORMASI
masyarakat transmigrasi dan
meminimalisir konfik di
masyarakat

 Membahas Pemasalahanpemmnmw
~ (GTRA) Tiap Bulan

Gambar 2. Analisis SWOT Aksi Perubahan
Dengan menggunakan Kriteria ASTRID (aktual, spesifik, transformasi,
relevan, inovatif, dapat diimplementasi masa pelatihan), penulis melakukan

penilaian isu permasalah sebagai berikut :

No Kriteria Bobot Isu-isu (sesuai Kode)
Kriteria a b c d
1 |Aktual 25 15 25 10 10
2 Spesifik 10 10 5 5 10
3 [Transformasi 10 5 10 5 10
4 [Relevan 15 10 15 10 10
5 |Inovatif 20 15 20 20 10
6 |Dapat Diimplementasi 20 20 20 5 10
Jumlah 100 75 95 55 60

Tabel 1. Analisis Kriteria ASTRID Aksi Perubahan
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Berdasarkan pemilahan isu pemasalahan dengan menggunakan metode
ASTRID, maka dalam rencana aksi perubahan ini penulis akan mengangkat
permasalahan huruf b yaitu “permasalahan  permohonan  peralihan hak
khususnya tanah transmigrasi, dimana penjual / nama yang tercantum dalam
sertipikat tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan secara fisik
pemohon memegang sertipikat dan menguasai fisik”.

B. Analisis Kelayakan Inovasi
1. Kelayakan Adiministratif

Secara administratif, rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan
masih dalam koridor Tupoksi Kantor Pertanahan, yatu memberikan
kepastian hukum antara subjek dan objek tanah melaui pendaftaran
peralihan hak melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal
37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 94 huruf (h) dan Bagian Kedelapan
Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan
Pengadilan Pasal 125 sampai dengan Pasal 128.
2. Kelayakan Sumber Daya
Dari segi kelayakan sumber daya manusia, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sorong tidak mengalami hambatan dalam proses inovasi karena secara
teknis sudah pernah melaksanakan kegiatan peralihan hak melalui putusan
pengadilan, tetapi bukan terkait permasalahan tanah Transmigrasi,
melainkan putusan Pengadilan Agama Sorong mengenai harta gono gini.
3. Kelayakan Teknis

Secara Teknis pelaksanaan, memang terdapat kendala teknis karena
situasi Pandemi Covid 19 untuk melakukan aksi perubahan khususnya
pelaksanaan rapat dengan Stakeholder terkait. Namun setelah
memperdalam penyusunan rencana aksi ini, lbu Suwarni selaku
pembimbing kegiatan Stula memberi pencerahan bahwa eviden rapat dapat
berupa daftar hadir elektronik dan tangkapan layer (captured) rapat online

melalui aplikasi Zoom. Penulis telah melakukan kroscek dengan bagian
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Tata Usaha dan mengkonfirmasi ke KPPN dan mendapatkan jawaban
serupa. Oleh karena itu, secara teknis komunikasi jejaring kerja kendala

teknis dapat diminimalisir;

. Kelayakan Regulasi / Hukum

Dari segi kelayakan regulasi, kegiatan inovasi ini akan mengisi kekosongan
hukum dan memberi kepastian hukum terhadap tanah-tanah transmigrasi
yang diterlantarkan dan diusahakan oleh orang lain. Untuk lebih
melegalisasi kegiatan inovasi ini, dalam jangka pendek maupun jangka
menengah akan dilaksanakan penandatanganan MoU dengan Lembaga

Batuan Hukum (LBH) yang menjadi mitra kegiatan inovasi ini.
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BAB IV

STRATEGI MENGATASI MASALAH
A. Terobosan Inovasi
A.l. Idea Finding
Inovasi layanan aksi perubahan terkait dengan identifikasi pelanggan
yang memiliki keluhan terkait peralihan hak yang sudah tidak diketahui
keberadaannya. Permasalahan ini berdasarkan pengalaman penulis saat masih di

bagian loket cukup banyak pengaduan terkait kasus ini.

Putusan bak
Pengadilan Posbakum

Yang (PN Sorong)
Berkekuatan
& PBHKP
Hukum Tetap

Pendaftaran
Gugatan
Perdata

Pembuatan
Akun E-Court

Gambar 3. Diagram Alur Pelaksanaan Proyek Perubahan

Melakukan Memorandum of Understanding (MoU) Perjanjian Kerjasama dengan
Lembaga Batuan Hukum (LBH) Pos bantuan Hukum (Posbakum) dan
Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong untuk
memberi Bantuan dan pendampingan hukum terhadap masyarakat untuk dapat
mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sorong dan memperoleh
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putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar peralihan hak melalui

Putusan Pengadilan.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap
masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara
online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Aplikasi e-
Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya
menerima  pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan

menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui e-Court adalah perkara Perdata,

yaitu:

. Perkara Perdata Gugatan

. Perkara Perdata Bantahan

. Perkara Perdata Gugatan Sederhana

. Perkara Perdata Permohonan

Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut:

. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

. Pemangagilan Elektronik (e-Summons)

. Persidangan Online (e-Litigation)

Regulasi / Dasar Hukum terkait e-Court adalah sebagai berikut:

. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik

. SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
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https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
https://drive.google.com/open?id=1iRnyMOikJOIgE7YJwsg6E1cMza4jRwxk
https://drive.google.com/open?id=1iRnyMOikJOIgE7YJwsg6E1cMza4jRwxk
https://drive.google.com/open?id=14YKrUZaAJD55m1-8zyX_vyrKSlFZ1kLZ
https://drive.google.com/open?id=14YKrUZaAJD55m1-8zyX_vyrKSlFZ1kLZ

A.2. Solution Finding
Memberikan informasi dan jejaring kerja yang menyeluruh terkait proses

pengajuan gugatan di pengadilan, biaya, bantuan hukum, dan pelaksanaan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk

didaftarkan sebagai dasar peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong.

Model Canvas layanan peralihan hak untuk tanah yang sudah tidak diketahui
keberadaan subjek hak awal melalui program Proletar (Program Legalisasi Tanah
Pintar)

1. Mitra Kerja

a. Lembaga Bantuan Hukum Sorong yaitu Pos bantuan Hukum (Posbakum)
dan Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP)
Sorong;

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
Dinas Transmigrasi Kabupaten. Sorong

d. lkatan Keluarga Sunda, Jawa dan Madura (Ikaswara)

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

Kantah BPN
Posbakum

Kakanwil BPN
Pemerintah Daerah

PPAT Pengadilan

Negeri Sorong

JFU
PPNPN
Masyarakat Adat

Masyarakat
Transmigrasi
Ikaswara

Gambar 4. Stakeholder Proyek Perubahan

Defenders




2. Kegiatan Utama

a.

e.

Melakukan Brainstroming dan mengimpun masukan dari Stakeholder
melalui rapat online / Webinar aplikasi zoom

Pelayanan informasi di loket kantor pertanahan;

Membangun jejaring kerja dan Legal Akses ke Pengadilan Negeri melalui
Lembaga Bantuan Hukum Pos bantuan Hukum (Posbakum) dan
Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong
yang ditandai dengan pembuatan kesepakatan bersama / MoU antara
Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong dengan 2 (dua) Lembaga Bantuan
Hukum sebagai Mitra;

Pendaftaran Peralihan Hak Melalui Putusan Pengadilan Yang Sudah
Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrackt Van Gewijsde)

Sosialisasi ke masyarakat melalui media sosial dan stakeholder terkait

3. Sumber Daya

®© a0 T @

Penguatan Data Transmigrasi
Anggaran

Honorarium Narasumber
Kerjasama

Brosur informasi melalui media daring

4. Nilai Yang Ditawarkan

a.

C.

Memberi Kepastian Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Melalui Peralihan
Hak secara Legal;

Membangun Ekonomi Masyarakat dengan memberdayakan tanah yang
sudah diterlantarkan;

Meminimalisir Konflik Agraria khususnya di Daerah Transmigrasi

5. Hubungan Klien

Pelayanan Peralihan Hak melalui putusan pengadilan

6. Pelayanan

a.
b.

Legal Akses

Pelayanan Data
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c. Pelayanan Peralihan Hak
7. Target Klien

Masyarakat transmigrasi

a.
b. Perusahaan/ Badan Usaha
c. Masyarakat Adat

d.

Pemerintah Daerah
8. Unsur Biaya

Belanja Komunikasi
Belanja Barang
Banner dan Pamflet
Konsumsi Rapat
ATK

® 2 o T 92

b. Pentahapan

WAKTU
Juni Juli 2020 Agustus
TAHAPAN UTAMA 2020 2020
MINGGU
1 2 3 4 5 7 8

TAHAP PERSIAPAN

ALOKASI
BIAYA

(Rupiah)

Membangun Tim
Efektif
Koordinasi dan

konsultasi dengan
Mentor (stakeholder
primer) / Coach;

Rapat Pembentukan
Tim Efektif  dan
konsolidasi;

Penerbitan SK Tim
Efektif.
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TAHAP IMPLEMENTASI

Pengumpulan,
Inventarisasi,
Klasifikasi Data
Transmigrasi

Webinar dengan
Stakeholder

Rp. 2.000.000

Penyusunan &
Penandatanganan
MoU

Rp 3.240.000

Simulasi Internal/
Loket Pelayanan

Sosialisasi

Rp 1.000.000

TAHAP MONEV

Evaluasi
pelaksanaan

Penyusunan Laporan
dan Rencana Tindak
Lanjut

Rp 210.000

Tabel.2. Pentahapan jadwal Pelaksanaan Aksi Perubahan

B. Tim Efektif Proyek Perubahan

PROJECTSPONSOR
Subur, S.SiT
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong

PROJECTLEADER
Ridho Imam Nawawi, S.H., M.Kn..
Kasi PMPP Kantah Kab. Sorong

PROJECT TIM:

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
Kantah Kab.Sorong

Kepala SubBagian Tata Usaha Kantah Kab Sorong
Analis Sengketa Pertanahan
PPNPN Seksi PMPP

Gambar 5. Susunan Tim Efektif Aksi Perubahan
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Tim Efektif Proyek Perubahan di atas dibentuk lebih merujuk untuk membangun

koalisi dengan seluruh stakeholders yang terkait baik internal maupun eksternal.

Project Tim:

1. Mentor bertugas mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta
mendukung aksi perubahan.

2. Project Leader bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses proyek
perubahan dan kesuksesan aksi perubahan.

3. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kab.Sorong dan Kepala
Sub Bagian Tata Usaha berperan dalam melakukan eksekusi, edukasi dan
simulasi pelaksanaan aksi perubahan DI internal Kantor Pertanahan .

4. Analis Sengketa Pertanahan dan PPNPN bertugas membuat

dokumentasi, menyusun MoU perjanjian Kerjasama aksi perubahan.
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BAB V

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

V.| PERSIAPAN
Sebelum pelaksanaan aksi perubahan, dapat disampaikan bahwa kondisi saat

ini masyarakat kesulitan untuk mendaftarakan perlaihan hak tanah transmigrasi yang

sudah tidak diketahui keberadaannya.

Untuk kelancaran pelaksanaan aksi perubahan sesuai dengan jadwal yang
telah dibuat, maka pada minggu 1 (Pertama) perlu dibentuknya Tim Efektif dan
membangun kesepakatan dengan stakeholder internal agar pelaksanaan aksi

perubahan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tahapan utama yang berupa bagian Tahapan Persiapan, pelaksanaan aksi
perubahan dilakukan dengan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan-kegiatan

rinci sebagai berikut:
V.1.1 Koordinasi dan konsultasi dengan Mentor:

Pada tahapan ini Project Leader harus dapat memberikan penjelasan secara
terperinci tentang aksi perubahan yang akan dilaksanakan kepada Mentor supaya
kegiatan proyek perubahan dapat berjalan. Mentor dalam proses pelaksanaan Aksi
perubahan selain sebagai pembimbing juga bertugas sebagai pengawas pelaksanaan
proyek perubahan, Mentor juga dapat memebrikan dukungan kepada Project Leader
dalam mendayagunakan potensi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan

implementasi proyek perubahan.
[11.1.2 Koordinasi (stakeholder primer dan Stakeholder Sekunder):

Berkoordinasi dengan Stakeholder Primer yaitu melakukan rapat koordinasi
untuk menyamakan tujuan dari proyek perubahan tersebut. Tahapan ini harus dilakukan
karena mereka yang secara langsung dipengaruhi (dapat bersifat positif maupun

negatif) dalam pelaksanaan proyek perubahan.Dalam hal ini Stakeholder Primer-nya
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adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Kepala Seksi Hubungan Hukum,

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Kepala Seksi Penataan Pertanahan.

Berkoordinasi dengan Stakeholder Sekunder merupakan tahapan berikutnya.
yaitu berkoordinasi dengan mereka yang tidak langsung dipengaruhi (dapat bersifat

positif maupun negatif) dalam pelaksanaan aksi perubahan.

V.1.3 Rapat Pembentukan Tim Efektif;
Tahapan selanjutnya adalah melakukan rapat pembentukan tim efektif. Output

kegiatan pada tahapan ini adalah daftar hadir peserta rapat dan persamaan tujuan

dalam melakukan implementasi proyek perubahan.

V.1.4 Penerbitan SK Tim Efektif:
Tahapan ini menghasilkan Output Surat Keputusan Tim Efektif yang di

tandatangai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 25/KEP-
92.01/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan merupakan sebagai dasar Tim Efektif
membantu pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019.

V.1.5 PELAKSANAAN TAHAP IMPLEMENTASI
Menindaklanjuti tujuan aksi perubahan sebagaimana yang telah disampaikan

sebelumnya yaitu dailakukan rapar koordinasi Pengumpulan, Inventarisasi, Klasifikasi
Data Transmigrasi di kabupaten Sorong.

V.2.1 Rapat Koordinasi Pengumpulan, Inventarisasi, Klasifikasi Data Transmigrasi
di Kabupaten Sorong:

Tahap ini dilaksanakan untuk pengumpulan data fisik, data yuridis dan
permasalahan di setiap wilayah Satuan Pemukiman (SP) di daerah eks Transmigrasi di

Kabupaten Sorong (Notulensi Rapat Terlampir).
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Gambar.1. Rapat Koordinasi dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SOrong Bapak Subur, S.SiT.

P Type here to search

Gambar.2. Peta Transmigrasi Kabupaten Sorong
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Mo | Distrik | K | sP | Luas wilayah (Ha) |  Kawasan Hutan (HPK) | Per |
Luas (Ha) % |
1|Aimas Malawili Aimas | 1401 51 4 1. sebagian tanah kembali masuk k 1 hutan
Malawele Aimas 11 2142 423 20 2 Tanah yang tidak dikuasai pemilik diklaim oleh masyarakst Adat

3. Ada pemilik yang belum menerima sertipikat
4_Ada perbedaan kepemilikan dan penguasaan tanah
5. Sertipikat tertukar

2[Mariat

Klamalu

Aimas 11/ 5P 1

1.311 8]

Mariyai

Aimas IV/ 5P 2

1255 0

hali

1.5eb 1 tanah k masuk k 1 hutan
2. Tanah yang tidak dikuasai pemilik diklaim oleh masyarakat Adat
3. Ada pemilik yang belum menerima sertipikat

4. Ada perbedaan kepemilikan dan penguasaan tanah

5. Sertipikat tertukar

3|Mayamuk Makbusun Aimas V/ 5P 3 1272 59 5
kbali 5P 4 1539 214 14

Makotyamsa Sisipan 582 80 14

Kl lel 5P 4 TSM 469 218 48

hali

1.5eb 1 tanah k masuk k 1 hutan

2. Tanah yang tidak dikuasai pemilik diklaim oleh masyarakat Adat
3. Ada pemilik yang belum menerima sertipikat

4_Ada perbedaan kepemilikan dan penguasaan tanah

5. Sertipikat tertukar

4|5alawati Majaran Katapop 2 1.185 225 19
Majener Katapop 1 1535 71 5
Walzl dan Malaus Modan 1356 307 23
Matawolot Katimin 1 1523 0 o

hali

1.5eb 1 tanah k masuk k 1 hutan
2 Tanah yang tidak dikuasai pemilik diklaim oleh masyarakst Adat
3. Ada pemilik yang belum menerima sertipikat

4_Ada perbedaan kepemilikan dan penguasaan tanah

5. Sertipikat tertukar

5|Moisegen Klasof Modan 3 474 o] 1]
Klasari Katimin 2 1075 o o
Klawoton 461 10 2

hal

1 Seb,
2. Tanah yang tidak dikuasai pemilik diklaim oleh masyarakat Adat
3. Ada pemilik yvang belum menerima sertipikat

4. Ada perbedaan kepemilikan dan penguasazn tansh

5. Sertipikat tertukar

1 tanah k i masuk k 1 hutan

6[Klamona 'Wonosari dan Wariyau SP1 821 264 32
Malasigit sPz
Makatarum 2
Malajava 2

hali

1.5eb 1 tanah k masuk k 1 hutan
2. Tanah yang tidak dikuasai pemilik diklaim oleh masyarakat Adat
3. Ada pemilik yang belum menerima sertipikat

4. Ada perbedaan kepemilikan dan penguasaan tanah

5. Sertipikat tertukar

Tabel 1. Permasalahan Tanah Transmigrasi di tiap Kampung di Kabupaten Sorong

V.2.2 Webinar dengan Stakeholder,;

yang didahului dengan pembuatan Brosur

Pada tahap ini dilaksanakan melalui rapat online (webinar) dengan tim efektif

2
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/7T, Kantor Pertanahan
\ ‘-# Kabupaten Sorong

maju dan modern

WEBINAR

1. Subur, S.SIiT

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
2. Masduki, S.H.

Ketua Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1 B

3. Suroso, S.IP, M.A.

Staf Ahli Bupati Kabupaten Sorong Bidang
Pembangunan

4. Eliaser Kalami

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kab. Sorong

5. Lory Da Costa S.H.

Perhimpuanan bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian
6. Raymond Ronaldy Morintoh,S.H.,M.H
Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI

Terbuk tuk
FREE vrim

Ridho Imam Nawawi, S.H., M.Kn.
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong

) ) https://bit.ly/solusitransmigrasi
Kamis, 9 Juli 2020

Pukul 08.50 s.d 11.00 WIT

Registrasi sebelum pukul 08.45 WIT ‘
@ ZZ®@®11 Meeting ID : 686 201 6018

Password : proleter

ndl 3= ~a W

o @bpn.kabsor @bpn.kantah.kabsor

Gambar.3 Brosur webinar




Pelaksanaan Webinar

Partisipan dalam kegiatan webinar
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Link Youtube Webinar :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&feature=youtu.be&v=759hFUstAvI&app=desktop



https://www.youtube.com/watch?reload=9&feature=youtu.be&v=759hFUstAvI&app=desktop

V.2.3Penyusunan MoU,

Berdasarkan masukan peserta Webinar, Penandatanganan MoU maupun Perjanjian Kerjasama
(PKS) dengan Pusbakum Pengadilan Negeri Sorong dan PBHKP Sorong terlaksana sampai
dengan penyusunan draf, untuk ditindaklanjut dalam penandatanganan perlu mendapat
persetujuan dari Kanwildan Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu penulis mencoba untuk

berkonsultasi dengan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Kementerian ATR/BPN.

"% 5 |
A S, B8

Gambar 4. Kunsultasi penyusunan Draf MoU dengan Posbakum Pengadilan Negeri
Sorong
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V.2.4 Simulasi Internal Pelayanan Peralihan Hak Berdasarkan Putusan
Pengadilan;

Simulasi peralihan hak putusan pengadilan dilakukan secara konkret terhadap berkas
permohonan peralihan hak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Perkara Perdata
Nomor 213/SKU.PDT/X/2018/PN.Son yang telah bekekuatan hukum tetap dengan
memperhatikan ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Bagian Kedelapan
tentang Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan
Pasal 125.

(1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan
atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam
daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah
diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari
panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas
permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

(3) salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;

(4) sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
bersangkutan;

(5) identitas pemohon.

V.2.5 Sosialisasi;

Kegiatan sosialisasi kegiatan secara offline belum terlaksana maksimal karena Pandemi Civid 19
yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan rapat eksternal dengan Stakeholder. Penulis
justru megetahui perkembangan informasi kegiatan pendaftaran peralihan hak berdasarkan
putusan pengadilan dari masyarakat yang melihat rekaman webinar yang diunggah di Channel

Youtube kantor Pertanahan kabupaten Sorong.
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V.3. Hambatan Aksi Perubahan Dan Tekhnik Penyelesainnya
Dari potensi kendala dan masalah yang tertuang dalam rancangan aksi

perubahan, dapat diketahui strategi dalam mengatasinya sehingga segala masalah
yang timbul dapat diatasi sesuai dengan strategi yang direncanakan maupun dengan
strategi alternatif yang timbul selama proses pelaksanaan aksi perubahan,
sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Hambatan Aksi Perubahan dan tekhnik Penyelesainnya

1. | Pemohon yang berkonsultasi | Berkoordinasi dengan

untuk mendaftarkan | posbakum apakah bisa
peralihan hak berdasarkan | difasilitasi ~ untuk  diajukan

putusan pengadilan | gugatan
terkendala identitas pemilik

awal

2. | Pandemi Covid 19 pada | Menunggu dibukanya Kembali

masa aksi perubahan yang | pelayanan di  Pengadilan
menyebabkan  Pengadilan | Negeri SOrong

Negeri Sorong tidak
menerima Gugatan Perdata

3. | Belum terlaksananya | pifasilitasi  koordinasi melalui

penandatanganan MoU | webinar
dengan  Posbakum  dan

Berkoordinasi dengan Kanwil
PBHKP Sorong

dan Kementerian
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan aksi perubahan, dengan program Proletar, manfaatnya

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat untuk memberi kepastian hukum Tanah yang

dikuasai dengan data Yuridis di Sertipikat melalui peralihan hak berdasarkan putusan

pengadilan. Kriteria keberhasilan implementasi aksi perubahan, dapat diukur dengan

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong.

B. Saran

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Aksi Perubahan ini serta harapan

berkelanjutannya, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1.

Untuk kelancaran pengembangan aksi perubahan kedepannya, diharapkan segara
terealisasi Penandatanganan MoU maupun PKS dengan Posbakum Pengadilan
Negeri Sorong dan PBHKP Sorong;

Perlu adanya sinergi dengan Stakeholder terkait khususnya Pemerintah Kabupaten
Sorong dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberi kepastian hukum
terhadap penguasaan fisik tanah transmigrasi yang sampai dengan saat ini masih ada
yang berani untuk mengolah tanahnya karena penguasaan oleh pihak lain dan Lahan
Usaha yang belum digarap.

Perlu adanya dukungan anggaran dari kementerian untuk dibangun Kerjasama yang
baik dengan Pusat Bantuan Hukum. Kita sering beranggapan bahwa advokat adalah
lawan kita karena seringkali menggugat produk Kantor Pertanahan, padahal bila
dilakukan Kerjasama yang baik justru dapat membantu kita dalam memberikan

kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui putusan pengadilan.
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Lampiran 1
Notulensi Rapat

AGRARIAD gy,

ag‘ 3 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
k BADAN PERTANAHAN NASIONAL
H‘ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SORONG
i PROVINSI PAPUA BARAT

JRONG — KLAMONO KM. 24 AIMAS KABUPATEN SORONG TELEPON (0951) 321360, 321208
V\‘*'
RIS EMAIL : kab-sorong@atrbpn.go.id. WEBSITE : www.kab-sorong.bpn.go.id

l

NOTULEN

RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENGUATAN DATA DAN PENYELESAIAN MASALAH
TRANSMIGRASI DI KABUPATEN SORONG

POKOK RAPAT :

a. Obyek:
Tanah Transmgrasi Kabupaten Sorong

b. Peserta:

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana Kantah Kabupaten Sorong
c. Tempat dan Waktu Rapat :

1)  Tempat . Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong

2) Hariltgljam : Selasa, 23 Juni 2020, jam 09.00 WIT.

d. Pelaksana Rapat :
1) Pimpinan : Kapala Kantor Pertanahan Kabupaten SOrong
2) Pemapar : KasiPenataan Pertanahan
3) Peserta : (Daftar peserta terlampir)

PELAKSANAAN RAPAT :

a. Pembukaan Rapat oleh : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong

- Bahwa rapat koordinasi ini dalam rangka menindaklanjuti permintaan Kanwil BPN Papua
Barat terkait data dan permasalahan tanah Transmigrasi di Kabupaten Sorong dalam rangka
kedatanagan Wakil Menteri ATR/BPN ke Papua Barat.

b. Paparan oleh : Ibu Novita S. Harahap, Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kab. Sorong

1) SP | Wariyau dan Wonosari, adal lokasi yang tidak dikuasai oleh transmigran, sehingga
diminta Kembali oleh masyarakat adat. Buku Tanah Ada, SU ada

2) SP Il Klamono Malasigit, sudah diserahkan ke adat. Ada permasalahan pemutihan. Ada
trans lokal

3) SP Il (Full HPK) Klagulu dan Tanah Tiggi sudah dibenahi dengan Program KT, Lahan
Usaha Il dikembalikan lagi ke Adat. Sempat dipalang oleh Marga Fadan.

32


http://www.kab-sorong.bpn.go.id/

4)  SP IV Keseluruhan dikembalikan ke adat

5) SPV (full HPK)Klamugun, sekarang Klamugun dan Marikmai pernah POKT (Potensi Objek
Konsolidasi Tanah)Tersisa Transmigran 9 dan 24 KK. Peta ada, Buku Tanah belum
ditemukan. Pada saat penyerahan simbolis pernah sekitar 10 sertipikat, akses darat putus
hanya bisa lewat sungai.

6) Ada masyarakat yang menanyakan kejelasan nasib warga SP V ke Bupati Sorong

7) Ada SP yang belum terima Sertipikat, ada penguasaan transmigarsi yang tidak sesuai
tempatnya.

8) Kerjasama dengan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

9) Sebagian besar masuk kawasan HPK (Peta Terlampir)

10) Tabel sebaran overlap Kawasan Transmigrasi dengan Kawasan hutan (terlampir)

11) Saran Pak kakan : Buat Tabel per desa, luas, luas Kawasan hutan, permasalahan, solusi
yang sudah pernah diambil, Keterangan ( LU | dan Pekaranagan yang masih
dipermasalahkan dengan masyarakat adat)

No | SP | Luas Kawasan Permasalahan | Solusi | Keterangan | Saran
APL/HPK/H.Lindung

Distrik Moisegen :

1 peserta dapat 3 sertipkat

Masyarakat Klawoton sudah dipindah ke Kampung Ninjimur, Sertipikat sudah dimatikan
Klasari : Fisik dikuasai masyarakat adat, dijual Kembali ke orang lain.

Klasof : sama dengan Klasari

Matawolot

c. Diskusi/ Tanggapan :
1. KasiHHP :

a) SP 5 Sertipikat ada di Kantor Pertanahan, belum diserahkan. Kebanyakan haknya
ada, tapi belum di tandatanagani kepala kantor. Akhirnya tukar penguasaan fisik dan
jual beli.

b) Ada juga pemilik hak awal sudah jual ke orang lain, sementara sertipikat masih belum
diserahkan.

c) Penguasaan fisik oleh orang lain (pembeli) sementara peserta transmigrasi sudah
tidak di tempat.

d) Ada perorangan yang sudah mengambil individual, tidak kolektif. Berdasarkan KTP
dan nama. Harusnya kolektif.

e) Translokal (OAP) mayoritas belum terima sertipikat.

f) Pernah dilakukan pemutihan sertipikat transmigrasi hampir di seluruh lokasi
transmigrasi di Kabupaten Sorong, permasalahan yang terjadi sekarang, masih ada
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yang memegang sertipikat lama sebelum pemutihan, padahal sudah diterbitkan
sertipikat baru berdasarkan penguasaan fisik atas nama yang berbeda dengan nama
awal dalam sertipikat sebelum pemutihan.

lll. HASIL RAPAT :

Rekomendasi :
- Buat tabel analisis masalah

- mulai dipilah antara peta, buku tanah dan sertipikat yang sudah pernah terbit, sudah pernah
diserahkan dan yang belum diserahkan

Aimas, 22 Juni 2020

Mengetahui :
Pimpinan Rapat, Notulis,
Subur, S.SiT Ridho Imam Nawawi, S.H., M.Kn.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Kepala Seksi Penanganan Masalah

dan Pengendalian Pertanahan Kab. Sorong
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Lampiran 2

Contoh Pelaksanaan Peralihan Hak Melalui Putusan Pengadilan

Salinan

PENGADI RI N

PUTUSAN

PERKARA PERDATA

ELKANA SIRING RINGO Sebagai Penggugat
Lawan:
MARTHEN MANAS sebagai

B QRN

YULIUS GINUNI
YUSUF IEK
WAGIMIN RIONO

sebagai
sebagai

sebagai

Tergugat | ;
Tergugat II;
Tergugat III;
Tergugat IV,
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at tan guga
erupakan perbuatan melanggar hak dan
Menimbang, bahwa setelah diteliti pokok gugatan P,
K Sengketa dalam perkara ini adalah :

sal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan

mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai
dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPerdata Jo 283 Rbg) serta akan
mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide
putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum

sebagai pemilik objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut di bawah ini ;
Menimbang, bahwa Penggugat

untuk  menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti yang diberi tanda bukti

P-1 sampai dengan P-4 dan saksi
sebanyak 2 (Dua) orang yaitu 1. SUMIRAN dan 2. BERTUS OSOK;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 adalah Akta Kelahiran (Catatan Sipil Sorong)

tanggal 11 Oktober 1979, Bukti P-2 adalah Kwitansi dan Lampiran Foto Copy KTP

“ Pembayaran Tanah Seluas satu Hektar dengan SHK 1259” tertanggal 2 Juli 1992,

Bukti P-3 adalah Sertifikat SHK Nomor 1259, Bukti P-4 adalah Surat Kesepakatan
Perdamaian dari para Tergugat tanggal 24 September 2018 :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi
SUMIRAN dan saksi BERTUS OSOK yang saling bersesuaian, bahwa yang

menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di jalan Klamono,

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN
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LI | benar objek sengketa telah dijual oleh Penggugat dan Wagimin (Istri
agimin Riono) tersebut :

Menimbang, bahwa meskipun transaksi jual-beli atas objek sengketa tidak
dilakukan dengan akta otentik dan hanya dilakukan secara di bawah tangan,
menurut Majelis Hakim jual-beli tersebut tetap sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jual-beli atas objek sengeta tersebut telah
sesuai dan telah melaksanakan prestasi masing-masing, khususnya Penggugat
telah menyerahkan sejumlah uang harga pembelian dan Wagimen sebagai penjual
telah menerima uang harga objek sengketa, maka status kepemilikan objek
sengketa telah beralih kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah menjadi milik
Penggugat, maka pokok sengketa pertama dalam perkara ini telah dijawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemui adanya
hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan
dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil
gugatannya dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan Petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Maj
berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan ”
alasan yang sah dan gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya para Te;g )

verstek ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor ¢

~h"3“£5
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10 000 M2 denQan batas-batas yakni : ey
\}““EG lah Barat berbatasan dengan : tanah Kavpling H. Sima
or Sertifikat SHM 1260.
lah Utara berbatasan dengan : Jalan Baru Sorong Klamono. : Eg
belah Timur berbatasan dengan : Tanah Kavling Sukarman Gutik, dengaﬁ .
)mor Sertifikat SHM 1258

k\;‘% ebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kavling Sumiran Dengan Nomor

Sertifikat SHM 1263, patut dikabulkan :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, tentang para Tergugat ataupun
siapa saja yang ada di atas tanah objek sengketa untuk membongkar bangunan
gudang penyimpanan barang yang ada di atas tanah objek sengketa dan
menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti
semula oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga harus
diserakan kepada Penggugat, maka Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5, tentang segala surat-surat bukti
penguasaan tanah dari tanah objek sengketa sebagai akibat dari penguasaan tanah
adat tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,
baik atas nama Tergugat |l atau atas nama siapa saja, tidak mempunyai kekuatan

hukum sebagai bukti dalam perkara ini, patut dikabulkan ; Y

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6, tentang Putusan Pengadi
Negeri Sorong dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum
banding ataupun kasasi, oleh karena prosedur dan ketentuan yang d
Pasal 191 R.Bg, Pasal 54-75 Rv. dan SEMA No. 03 Tahun 2000 te

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8
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untuk datang menghadap di
gugatan Penggugat untul

yakni : e
tanah Kavpling H. Simanungkali

— Sebelah Barat berbatasan dengan :
dengan Nomor Sertifikat SHM 1260 ;
— Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Baru Sorong Klamono ; |
— Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kavling Sukarman Gutik, |
dengan Nomor Sertifikat SHM 1258 ;
— Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kavling Sumiran Dengan I
Nomor Sertifikat SHM 1263 ;
Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang ada di atas tanah objek
sengketa untuk membongkar bangunan gudang penyimpanan barang yang
ada di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa

kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula ;
Menyatakan segala surat-surat bukti penguasaan tanah dari tanah
sengketa sebagai akibat dari penguasaan tanah adat tanpa dasa
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Ttd.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30,000,00,-

- Proses = Rp: 50,000,00,-

- Redaksi : Rp. 5,000,00,- *
- Meterai : Rp. 6,000,00,-
- Relas Panggilan : Rp. 1. 275,000,00,-

- Pemeriksaan Setempat : Rp. 750,000,00.-

JUMLAH :Rp. 2.116.000,00,- (Dua juta seratus enam be!
rupiah)

Halaman 12 dari 11 Putusan Perdata Gugatan
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